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<b>ABSTRAK</b><br>

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini
membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan K edua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang, UU No 17 tahun 2016 yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur hukuman
pidanakebiri kimiayang diberikan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Kebiri kimiaini bertentangan
dengan ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan bagi setiap orang
untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan dergjat martabat manusia. Berdasarkan
uraian diatas penulis akan menganalisis mengenal politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 dan bagaimanakah pengaturan mengenai sanks kebiri kimia melalui Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif HAM. Dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa;
Pertama, dalam kasus ini dikeluarkannya UU No 17 Tahun 2016 dikarenakan pemerintah beranggapan
kasus kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa yang dapat mengancam dan
membahayakan jiwa anak. Diharapkan dengan sanks kebiri kimiaini dapat menurunkan jumlah kasus
kekerasan seksual pada anak. Kedua, sanksi kebiri kimiatelah mengabaikan dan bertentangan dengan
substans HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Selain
itu jikadilihat dari pembentukan peraturan perundang-undangan maka dapat dikatakan jika UU No 17
Tahun 2016 telah melanggar asas kemanusiaan dan asas dapat dilaksanakan dalam UU No 12 Tahun 2011.
Sanksi kebiri kimiajuga akan sulit untuk diimplementasikan karena adanya penolakan dari |katan Dokter
Indonesia (1D1) untuk menjadi eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimiaini. Hal ini dapat menyebabkan
sanksi ini menjadi tidak dapat dilaksanakan dan tidak efektif.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The number of sexual violence cases that occurs against children over the last few years has prompted the
government to take steps an issue Government Regulation in law number 17 year 2016 on the enactment of
Government Regulation in lieu of Law on the Republic of Indonesia Number 1 year 2016 on the Second
Amendment to Law Number 23 year 2002 on Child Protection. That regulation has imposed the chemical
penalty punishment for perpetrators of child sexual abuse. However, this regulation isinconsistent with the
provision of Article 28G Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesiayear 1945 which
guarantees everyone to be free from torture or degrading treatment of human dignity. Based on the above
description, the authors will analyze the legal politics of the establishment of the Law Number 17 year 2016
and how the regulation of chemical in Law Number 17 Y ear 2016 from the perspective of human rights.
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From the research result, it can be concluded that; First, in this case the issuance in Law Number 17 year
2016 because the government considers that cases of sexual violence against children is an extraordinary
crime and will be threatened and endanger the soul of the child. It is hoped that the sanction of chemical
castraction can reduce the number of cases of sexual violence against children. Second, this sanction has
ignored and contradicted to the human rights protection which guaranteed in the Constitution of the
Republic of Indonesia year 1945 and the other of several laws and regulations. In addition, if be observed
from the formulation of legislation it can be said that Law No. 17 of 2016 has violated the principle of
humanity which regulated in Law No. 12 year 2011. The sanction of chemical castraction will also be
difficult to implement because of the refusal of organization of Indonesian doctor to become executor of this
sanction. This causes the sanction of chemical castraction can be unworkable and ineffective.



